
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TAHUN 2017  

(PER-07/PJ/2017 & SE-10/PJ/2017) 

 

 
 

 

Dalam hal WP hadir namun 

menolak membantu 

kelancaran Pemeriksaan, 

Pemeriksa Pajak membuat 

catatan penolakan tersebut 

dalam BAPK 

 Dilakukan secara mendadak 
 Paling lama 1 bulan sejak 

pertemuan dengan WP 
 Dapat dilakukan lebih dari 1 kali 

Pemeriksa pajak harus 

didampingi oleh petugas yang 

ditunjuk oleh kepala UP2 

SP2 Berisi : 
 waktu, tempat, dan maksud 

dilaksanakannya pertemuan 
 Buku, catatan dan dokumen yang 

harus dibawa 
 

BA 

Ketidakhadiran 

Pertemuan 

Pertama 

Tidak 

Tidak 

Pengujian 

Lapangan 
tidak dengan 

pengujian lapangan 

Segel 

 Penetapan secara 

jabatan, atau  

 Usul Bukper 

Pengujian dilanjutkan 

sesuai audit plan dan 

audit program 

ya 

ya 

SPPL S-PANG 

Ps. 1 (3) 

Ps. 2 (2) 

 Paling lama 5 hari kerja sejak 
diterbitkannya surat panggilan 

 

Ps. 2 (3) 

 
WP 

hadir? 

ya 

 
WP 

kooperatif

? 

Ps. 6 (1) 

Tidak 

Pembahasan 
Temuan 

Sementara 

Badan: Wakil WP sesuai Ps.32 (1) 
UU No. 6 1983  

OP : WP yang bersangkutan 
Warisan : salah seorang ahli waris, 

pelaksana wasiat atau yang 
mengurus harta peninggalan 

Anak : Wali atau pengampunya 

Ps. 3 (1) 

 Waktu dan tempat sesuai S-PANG 
 di ruangan khusus yang memiliki 

alat perekam suara (audio) dan 
gambar (visual) 

Ps. 3 (2) 

 

WP 
membantu 
kelancaran 

Pemeriksaan
? 

BA 
Pemberian Keterangan 

Ps. 5 (1a) 

Ps. 5 (1b) 

Ps. 4 (1d) 

BAPK menjadi dasar bagi 
Pemeriksa Pajak untuk dapat 
melakukan pengujian di 
tempat Wajib Pajak 

Ps. 4 (3) 

E.5.d 

E.8.a.1) 

E.5.j.2) 

 
WP 

kooperatif

? 

Tidak 

ya E.5.j.2).a) 

E.5.j.1) 

E.8.a.1) 

E.9.a.1) 

 Dilakukan bersama antara Tim 
Pemeriksa Pajak dengan Kepala 
UP2 dan tim yang dibentuk oleh 
Kepala UP2 

 Hasil pembahasan dituangkan 
dalam risalah rapat 

E.9.c 

Surat 
Pemberitahuan 

Hasil Pemeriksaan 

Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan 

Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

E.3.c.7) 

 


